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TENT ANG 
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Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak 
Daerah; 

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana 
dimaksud huruf a diatas, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang · ' Pembentukan Daerah-Daerah 
Tingkat ii di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822) ; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 



2. Unqn_!}g-Undnng Nomor 17 Tahun 2003 
lontll�g Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor JO Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
und�ngan (Lembaran Negara Republik 

'Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389) ; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

· Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5 .. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4966); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun · 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun · · 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran · Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); . 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara · Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
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DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH 
KABUPATEN GOWA 

dan 

BUPATIGOWA 

BAB I 
... 19]:TENTUAN UMUM 

Pasal 1 
)alam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
: . Daerah adalah Kabupaten Gowa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat 
Daerah .sebagai unsur penyelenggara '. Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Gowa .. 

3. Bupati adalah Bupati Gowa. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku, 

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kabupaten Gowa. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi �ajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang · bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
Jangsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Badan adalah sekumpulan orang. dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau · badan usaha milik daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Pajak .Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
9. Hiburan adalah semuajenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
10. Subjek Pajak adalah ·orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak. 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomorll9); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 
Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun �O!ONomor 153); 

12:· Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 
Tabun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3). 

Dengan Persetujuan Bersama 

MEMUTUSK AN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
GOWA TENTANGPAJAKHIBURAN 

vlenetapkan 



l. Wajib Pajak adalah -orang pribadi atau badan meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 
mernpunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

!. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling 
Jama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk meughitung/menyetor dan melaporkan pajak 
yang terutang. . . 

3. Tahun Pajak ada!ahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender kecuali bila Wiijib Pajak menggunakan tahun buku 
yang tidak sama dengan tahun kalender, 

t Pajak yang terutang adalah pajak yang hams dibayar pada 
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam 
Bagian Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan 

·pei-undang-undangan perpajakan daerah. 
5. Pemungutan adalah suatu . rangkaian · kegiatan mulai dari 

penghiIIlpunan · data . objek dan subjek pajak · penentuan 
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek 
pajak dan/atau bukan obyek pajak; · dan atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan · peraturan perundang- 
undangan perpaiakan daerah. 

7. Surat Setoran Pajak ·Daerah, yang selanjutnya disingkat 
dengan SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilak:ukan dengan menggunak:an formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati; 
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18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat dengan SKPD� ada!ah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besamya jumlah pokok pajak, jurnlah kredit 
pajak, jurnlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih hams 
dibayar. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayer Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT,. adalah surat .Ketetapan 
pajak yang menentukan tambahan atas jurnlah pajak yang 
telah ditetapkan. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang . . . 

menentukan jurnlah pokok pajak sama besamya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jurnlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD, adalah surat untuk melaku,kan tagihan pajak dan atau 
sanksi administratifberupa bunga dan atau denda. 

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang ,, ... 
membetulkan kesa!ahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan . dalam penerapan ketentuan tertentu dalam . . . 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . yang . . . 

terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar · 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
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BAB ii 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 
Dengan Nama Pajak Hiburan, dikenakan pajak atas 
penyelenggaraan Hiburan. 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak 'pidana di. bidang perpajakan _gaerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. . ·' 
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Pasal 3 
(1) Objek..Pajak adalab jasa penyelenggaraan hiburan dengan 

dipungut bayaran, 
· (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

tontonan film; 
pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
pameran; 
diskotik, karaoke, !dab malam, dan sejenisnya; 
akrobatik, sirkus, dan sulap; 
permainan bilyar, golf, dan holing; 
pacuan kuda; . kendaraan bermotor, dan permainan 
ketangkasan; · 
panti pijat, refleksi, maodi ...cp/spa, dan pusat kebugaran 
(fitness center); dan . . 
pertandingan olahraga. 

. a�· 
b. 
c. 

t 
d. 
e. 

I f. 
g. 
h. 

i. 

j. 
l 
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Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, ·Surat Tagihan Pajak 
Daerah, Surat · Keputusan · Pembetulan atau 'Surat Keputusan 
Keberatan, 

!4. Sm-at Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas 
keberatan atas surat keberatan terhadap Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, Surat Ketapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah 'Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

· Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

!5. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan 

· oleh Wajib Pajak. 
!6. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

·Wajib Pajak atau penanggiihg pajak terhadap suatu keputusan 
yanjf dapat "diajukan banding, berdasarkan peraturan 
perundang-Uiidaiigan perpajakan yang berlaku. 

!7. Pembukuan adalah 'suatu proses 'pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data daii. informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan rnenyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode 
Tahun'Pajak tersebut. 

!8.'Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
seeara objektif dan p:;'.;fosional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

-perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan Iain dalam rangka 
·' 



Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah penyelenggaraan hiburan oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah .. 

' . Pasal 4 
Sub]ek' pajak · adalah' orang pribadi atau Badan yang 
menikmati hiburan. 

, 

0Wajib Pajak. adalah , orang , pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan hiburan. . 

• . .! • : ; • 

.. 
BAB Ill 

DASAR PEN GENA.AN TAIDF DAN D.ASAR 
PERHITUNGANPAJAK 

·P�al S 
Dasar .pengenaan .. .pajak adalah jumlah uang yang diterima 
atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 
Jumlah . uang yang seharusnya diterima .sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) tennasuk potongan harga dan tiket 
cuma-cuma yang-diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

l'asal 6 
Tarif'pejak ditetapk� sebesar 15% (lirna belas persen). 

) Khusus untuk hiburan · berupa pagelaran busana, konteks 
kecantikan diskotik, karaoke, klab malam, pennainan , . . 
ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak 
ditetapkan 35% (tiga puluh lima persen). 

) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif 
pajak sebesar 10% (sepuluh persen). · 
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Pasal 7 
Besaran pokok .· pajak yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagairnana dimaksud dalam Pas al 6 ayat ( 1) 
atau (2) dan/atau (3) dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 ). 

BAB IV 
WILAYAHPEMUNGUTAN 

' 
Pasal 8 

Wilayah pemungutan pajak adalah di Kabupaten Gowa. 

BAB V 
MASA P ,\JAK 

Pasal 9, 
Masa Pajak 'adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 

· kalender. 

Pasal 10 
(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPU'D; .. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 
Wajib Pajak atau kuasanya;. . 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima 
belas) hari setelah tanggal diterimanya SPTPD oleh Subjek 
pajak; . 

( 4) Bentuk, isi dan tata cara pen�sian SPTPD ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. · 
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BAB VI 
TATACARAPEMUNGUTAN 

Pasal 11 
'.I) Pemungutan pajak dilarang diborongkan, . 
:2) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang- 
undangan perpajakan. 

)) Wajib pajak yang.menienuhi kewajiban perpajakan sendiri 
- dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau 
SKPDKBT. 

BAB VII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasa] 12 
)alam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudab saat terutangnya 
>ajak; Bupati dapat menerbitkan: 
I) SKPDKB dalam ha!: 

a jika berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan Iain, 
pajak yang terutang tidak aU\u kurang dibayar; 

b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 
jangka waktu tertentu clan· setelah ditegur secara tertulis 
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 
dalam surat teguran; 

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan. 

2) SKPDKBT jika ditemukan data Barri dan/atau data yang 
semula beium . terungkap yang . menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang. 

3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 
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J.>asal 13 
(I) Tata: cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Bupati. . 

(2) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara pengisian dan 
penyampaian SPTPO, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal i I ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 14 
(I) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi 

insentif atas dasar pencapaian kinerj a 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan' melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

{3) Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran 
insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati · sesuai dengan · 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
SURAT TAGIHAN PAJAK 

Pasal 15 
Bupati dapat menerbitkan STPD jika : · 
a Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. Dari basil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis daiilatau salah hitung; . 
c. Wajib Pajak dikenakan · sanksi adtriinistratif berupa bunga 

dan/atau denda, 
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BAB IX 
TATA CARAPEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 16 
Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja setelah saat terutangnyapajak, 

. . . ! .. · . . . 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan . Kebeiatan dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan. 
Bupati atas permohonan Waji�. Pajak setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua 
persen). setiap bulan. 
Persyaratan untuk dapat .mengangsur dan menunda 
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 17 
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau Iunas, 
Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, 
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang bayar 
oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat 
Paksa. 
Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 18 
(1) Pembayaran pajak 'dilakukan di kas daerah atau tempat lain 

yang ditunjuk oleh · Bupati sesuai waktu yang ditentukan 
dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. 

(2) Apabila pernbayaran pajak dilakukan di tempat lain yang 
ditnnjuk, hasil penerimaan pajak hams disetor ke kas daerah 
selambat-larnbatnya 1 · x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Bupati. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) dan 
(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. 

Pasal 19 
(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 

19 ayat (1) diberikan tanda bukti pernbayaran dan dicatat 
dalam buku penerimaan 

(2) Bentuk jenis, isi ukuran: tanda . bukti pembayaran dan buku 
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 20 
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
· Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain .yang sejenis, 

Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang, 
(3) Surat -;::..Jg.!..'t>n, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
pejabat.. 
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Pasal 21 
1) Apabila jumlab pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam 

jarigka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran 
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlab 
pa).ak yang h� dibayar ditagih dengan Surat Paksa, 

2) Pejabat menerbitkan surat paksa setelab lewat 21 ( dua puluh 
. satuj bari sejak tanggal surat teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis, 

Pasal 22 
1.pabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
vaktu 2 x 24 jam sesudab- tanggal pemberitahuan surat paksa, 
ejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 

' 'enyitaan. 

Pasar23 
etelab dilakukan · penyitaan dan Wajib Pajak belum juga 
ielunasi utang pajaknya, setelab lewat 10 (sepuluh) hari sejak - 
mggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 
ejabat mengajukan permintaan ppnetapan tanggal pelelangan 
epada Kantor Lelang Negara. • . . . 

Pasal 24 
l) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam 

dan tempat pelaksanaan Ielang, juru sita · memberitahukan 
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. 

!) Setelab jadwal pelelangan · sebagaimana ayat (I) ditetapkan, 
maka pejabat meoetapkan lelang. 

I) Tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang berlaku. 
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.Pasal 25 
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan · untuk 
pelaksanaan penagihan pajak daerab diatur dengan Peraturao 
Bupati. 

BAB X 
KEDALUWARSAPENAGIHAN 

'Pas�l 26 
(1) Rak untuk melakukan penagihan pajak, ked�uwiusa_ setelab 

melampaui jangka waktu 5 (liroa) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerab. . 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagairoana dimaksud pada 
ayat (1) tertangguh apabila: . . - 
a. diterbitkan Surat Teguran dao/atau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik 

; langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam · hal diterbitkan Surat Teguran dan . Surat Paksa 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung . sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utaog Pajak dan 
belum nielunasinya kepada Pemerintah Daerah, 

(5) Pengakuan utang secara -. tidak _ langsun� 5:hag�ana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahw dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 
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Pasal27 
l) Piutang pajak yang tidak inungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah' · kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak 
yang sudah kedaluwarsa sebagaiman dimaksud pada ayat (1). 

3) Tata cara penghapusan · piutang pajak yang sudah 
. l l • ' •• 

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XI 
PENGURANGAN, KERJNGANAN DAN PEMBEBASAN 

PAJAK 
Pasal 28 

) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat 
mernberikan pengurangan, ·' keringanan, dan' · pembebasan 
pajalc. 

) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan 
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur dengan Peraturan Bupati: 

BAB XII 
EMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 
IANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU 

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
Pasal 29 

) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati 
dapat membetulkan . SKPDKB, SKPDKBT atau SIT!), . 
SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan 
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penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah. 

(2) Bupati dapat: . 
a. .mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak y� terutang 
menurut peraturan ,Perun�g-l!lldangan perpajakan 
daerah, dalam ha! sanksi tersebut dikenakan karena 
kehilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, 
. atau STPD; SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; . 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan basil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara 
yangditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan .pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan mernbayar Wajib Pajak atau 
kondisi tertentu objek pajak. 

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan 
dan penghapusan sanksi adrninistratif atas SKPPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, clan; STPD sebagalmana dimaksud.pada ayat (1) 
dan ayat (2) · harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib 
Pajak kepada Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT 
atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas, 

(4) Bupati atau pejabat paling Jania 3 (tiga) bulan sejak surat 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, 
sudah harus memberikan keputusan. · 

(5) Anabila setelah Iewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 4) Bupati . atau pejabat tidak memberikan 
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, 
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pengurangan ketetapan clan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administratif dianggap dikabulkan. · 

I Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif . clan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2J"diatur dengan'Peraturan Bupati. 

.BAB XIII 
'ENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal30 
) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 

.. kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat 
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: 
a nama clan alamat pajak; 

. b.: -masaPajak; . 
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; · 
d. alasan yangjelas. . 

2) Bupati atau pejabat dalamjangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memberikan keputusan. 

3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilampaui, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, 

· pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
. dianggap dikabulkan .dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 
waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

;4) Apabila .. Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) langsung dihitung untuk melunasi terlebih dahulu utang 
pajak dimaksud. 
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam 
.waktu paling . lama 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Mernbayar 
Kelebihan Pajak (SPMK,P). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 
setelah lewat waktu 2 ( dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, 
Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan pajak. 

Pasal31 
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan 
utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(4), pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukukan 
clan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti 
pembayaran, . 

BAB XIV 
KEBERATAN DAN BANDING 

l'asal 32 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu 
a SKPDKB; · · 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDLB; 
d. SKPDN; dan 
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan peraturan . perundang-undangan 
perpajakan daerah, 
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(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disampaikan secata tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalain jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau 
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali 
jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, 

( 4)-, Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib 
Pajak. • . . 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) clan ayat (4) tidak 
dianggap sebagai swat keberatan sehingga tidak 

.. dipertimbangkan, . 
(6) · Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman 
surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tand_a bukti 
penerimaan surat keberatan. · 

! . 

Pasal.33 
(I) Bupati dalam j angka waktu paling lama 12 ( dua be las) bulan 

sejak tanggal surat keberatan diterima., harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, rnenolak, atau menambah besarnya 
pajak yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud paua ayat (1) 
telah lewat diin Bupati tidak memberi, suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
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, Pasal 34 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 

, kepada Pengadilan Pajak terhadap · keputusan ,nengenai 
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara ,tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan 
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
keputusan -diterima, dilampiri · salinan dari surat keputusan 
keberatan tersebut. 

(3), Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban 
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. s 

Pasal35 
(1) Jika pengajuan keberatan atau · permohonan banding 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling iama 24 (dua 

. puluh empat) bulan. . 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

. sejak bulan pelunasan . sampai dengan diterbitkannya 
SKPDLB. 

BAB XV 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 36 
(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 

· sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dan 
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
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terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada Pasal -.12 ayat (2) dikenakan 
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus 
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(3)Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
· dimaksud pada Pasal L2 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi 
<administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) dari .pokok pajak ditambah sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 
sebagaimana diinaksud pada Pasal 15 huruf a dan b ditambah 
dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua 
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan 
sejak �t terutangnya pajak. . . . 

(5) Dalam ha! keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 
. sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 
- denda sebes; 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(6) Dalam ha! Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 
sanksi admioistratif berupa deoda sebesar 50% (lima puluh 
persen) sebagaimaoa yang dimaksud pada ayat (5) tidak 
dikenakan. 

(7) Dalam ha! permohonan banding ditolak atau dikabulkao 
sebagian, \Yajib Pajak .dikenai sanksi administratif 100% 
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan 
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Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(8) Kenaikao sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan. 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 37 
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan 

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuaogao daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 
banyak · 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar, ·· 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirkaa . keterangan . yang' 'tidak benar . sehingga 
merugikan keuangan daei'ah dapat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidaoa denda paling 
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 

(3) Denda pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
merupakan penerimaan negara. 

Pasal38 
Tindak pidaoa di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah 
melampaui jangka waktu 5. (lima): tahun sejak saat terutangnya 
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[ak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian 
hun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. 

BAB XVIl 

PENYIDIKAN 
Pasal39 

) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan 
"Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
untuk melakukan penyidikan . tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Hokum Acara Pidana. 

2) WeweJUU1g penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: ·, 
a. menerima, mencari, . mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau' laporan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jeias;. · .. · 

b. m��liti, .mencari . dan mengumpulkan ' keterangan 

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana 
perpsjakan daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah; ' 

d. memeriksa buku, catatan .. dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk "lenrlapatkan bahan 
bukti ', pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaa.n terhadap bahan bukti tersebut; 
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat peineriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagairnane dimaksud pada 
huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hokum Acara Pidana 

BABXVIII 
KETENTUAN PEN{JTUP 

Pasal 40 . �: � : ·• t .: 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah .- · . 1ru, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih Iruijut 
dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 41 
la saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
not 1 Tahun 1959 tentang Pajak Tontonan Daerah Gowa, 
aturan Daerah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pajak Tontonan 
:rah Gowa dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang 
sk Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

P�42 
aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
It setiap orang mengetahuinya, memerintabkao pengundangan 
g3P. penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Nail 
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